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ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan, terhadap organisasi dan tata kerja
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan selaku pengelola dana abadi pendidikan perlu
dilakukan pengaturan kembali dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN
No0.4916), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502) sebagaimana telah
diubah dengan PP 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340), Perpres 12
Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.32), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98),
Permenkeu RI 238/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No.643), Permenkeu RI
217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Permenkeu Rl 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
dana abadi (endowment fund) pendidikan yang bersumber dari dana pengembangan
pendidikan nasional, pendapatan investasi, dan/atau sumber lain yang sah untuk
menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun, Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan terdiri atas Direktur Keuangan dan Umum,
Direktur Investasi, Direktur Beasiswa, Direktur Fasilitasi Riset, dan Satuan Pemeriksaan
Intern. Dalam hal organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka
organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang telah ada sebelum
ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku paling lama 1 (satu)
tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan
pelaksanaan dari PMK Nomor 143/PMK.01/2016, dinyatakan tetap berlaku paling
lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PMK Nomor 143/PMK.01/2016,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2020 dan diundangkan pada
tanggal 5 Mei 2020.

- Lampiran halaman 26 s.d. 28.



